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[bookmark: _Toc211018978][bookmark: _Toc214820146] 
PENDAHULUAN
[bookmark: _Toc211018979][bookmark: _Toc214820147]Latar Belakang
[bookmark: _Toc211018980]Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menekankan pada prinsip akuntabilitas dan transparansi publik. Kualitas pengelolaan keuangan dapat dilihat dari opini audit yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diaudit kepada setiap pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, opini audit terbagi menjadi empat jenis, yaitu unqualified opinion (Wajar Tanpa Pengecualian/WTP), qualified opinion (Wajar Dengan Pengecualian/WDP), adversed opinion (tidak wajar), dan disclaimer of opinion (tidak memberikan pendapat) (Presiden Republik Indonesia, 2004; BPK RI, 2017).
Dari keempat jenis opini audit yang diberikan BPK, unqualified opinion (opini WTP) adalah opini tertinggi yang diharapkan oleh setiap pemerintah daerah, karena opini ini menunjukkan bahwa penyajian LKPD telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku, didukung sistem pengendalian internal yang memadai, dan bebas dari salah saji material. Menurut BPK RI (2023), melalui laman berita resminya, menekankan bahwa pencapaian opini WTP dapat menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan, serta kualitas laporan keuangan sehingga dapat menjadi prestasi yang membanggakan. Namun, untuk memperoleh opini WTP bukanlah hal yang mudah karena opini audit dapat berubah setiap tahunnya bergantung pada hasil temuan BPK selama proses audit.  Menurut hasil penelitian Sari et al., (2023), ada beberapa faktor yang mendukung perolehan opini WTP, yakni koordinasi antar unit kerja, penyajian laporan keuangan yang wajar, proses audit, komitmen pimpinan, tindak lanjut atas rekomendasi BPK, reviu oleh inspektorat, pembinaan kepada pengelola keuangan dan aset, serta pemberian sanksi bagi OPD yang memiliki temuan dan reward bagi yang berhasil mendapatkan opini WTP. Oleh karena itu, setiap pemerintah daerah diharapkan dapat mempertahankan kualitas pengelolaan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi dan prinsip akuntabilitas publik.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) merupakan salah satu daerah yang mengalami dinamika menarik mengenai pencapaian opini auditnya. Berdasarkan data dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2024 dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Tahun 2023, Kabupaten PPU berhasil meraih opini WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2023 (BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, 2024). Pencapaian ini merupakan peningkatan dari tahun sebelumnya yang memperoleh opini WDP atas LKPD Tahun Anggaran 2022. Perkembangan ini terjadi karena adanya perbaikan yang dilakukan Pemkab PPU dengan menindaklanjuti rekomendasi dari BPK atas permasalahan temuan-temuan sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya upaya nyata dari Pemkab PPU dalam membenahi pengelolaan keuangan daerah yang memberikan dampak positif dalam pencapaian opini audit.
Pada LHP atas Laporan Keuangan Tahun 2024, tercatat bahwa Pemkab PPU kembali meraih opini WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2024 (BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, 2025). Ini berarti Pemkab PPU berhasil mempertahankan predikat opini WTP yang telah didapatkan tahun sebelumnya. Capaian ini menjadi bukti konsistensi Pemkab PPU dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi pada pengelolaan keuangannya. Keberhasilan ini juga memperlihatkan bahwa Pemkab PPU memiliki komitmen dalam mempertahankan opini WTP. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Putri et al., (2021) dan Sari et al., (2023), keduanya menyatakan bahwa komitmen dari pimpinan daerah merupakan faktor penting dalam mempertahankan pencapaian opini WTP. 
[bookmark: _Toc215223247]Tabel 1.1. Opini atas LKPD TA 2022 s.d 2024 se-Provinsi Kalimantan Timur
	Entitas Pemerintah Daerah
	2022
	2023
	2024

	Provinsi Kalimantan Timur
	WTP
	WTP
	WTP

	Kota Samarinda
	WTP
	WTP
	WTP

	Kota Balikpapan
	WTP
	WTP
	WTP

	Kota Bontang
	WTP
	WTP
	WTP

	Kabupaten Kutai Barat
	WTP
	WTP
	WTP

	Kabupaten Kutai Kartanegara
	WTP
	WTP
	WTP

	Kabupaten Kutai Timur
	WTP
	WTP
	WTP

	Kabupaten Penajam Paser Utara
	WDP
	WTP
	WTP

	Kabupaten Berau
	WTP
	WTP
	WTP

	Kabupaten Paser
	WTP
	WTP
	WTP

	Kabupaten Mahakam Ulu
	WTP
	WTP
	WTP


Sumber: LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, 2025
Meskipun berhasil mempertahankan opini WTP, bukan berarti Pemkab PPU bersih dari temuan dan rekomendasi oleh BPK. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPD Tahun Anggaran 2024, BPK menemukan sebanyak 22 temuan dengan 65 rekomendasi atas permasalahan terkait kelemahan Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan (BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, 2025). Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, temuan dan rekomendasi yang diberikan BPK pada tahun pemeriksaan 2025, jumlahnya justru bertambah lebih banyak, seperti yang tersaji pada tabel 1.2. 
[bookmark: _Toc215223248]Tabel 1.2. Temuan dan Rekomendasi BPK dari Hasil Pemeriksaan LKPD Kabupaten Penajam Paser Utara TA 2023 dan 2024 
	Tahun Pemeriksaan
	Jumlah Temuan
	Jumlah Rekomendasi

	2024
	14
	32

	2025
	22
	65


Sumber: LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur
Oleh sebab itu, keberhasilan mempertahankan opini WTP ini juga menjadi tantangan bagi Pemkab PPU, sekalipun temuan-temuan yang ada tidak memengaruhi kewajaran laporan keuangan. Namun, permasalahan tersebut tetap harus segera diperbaiki. Untuk mengatasi tantangan tersebut, hasil penelitian Hasiara et al., (2024), menyatakan bahwa dengan memperkuat sistem pengendalian internal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen terhadap transparansi, dan berkolaborasi dengan lembaga pengawas merupakan bagian dari strategi efektif yang dapat diterapkan untuk mencapai dan mempertahankan opini WTP atas laporan keuangan. 
Dalam memperkuat sistem pengendalian internal, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menjalankan pengawasan secara internal yang dilakukan melalui audit internal. Audit ini dilakukan untuk memastikan pengendalian internal berjalan dengan baik dan mencegah terjadinya salah saji maupun penyimpangan sejak awal, sehingga opini audit di Pemkab PPU dapat dipertahankan secara berkelanjutan. Lembaga pengawas yang menjalankan fungsi audit internal di pemerintah daerah adalah Inspektorat Daerah. Inspektorat berperan penting sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Inspektorat bertugas untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, efisien, transparan, dan bebas dari penyimpangan (Presiden Republik Indonesia, 2008). 
Sejalan dengan peraturan tersebut, hasil penelitian Hidayah et al., (2019) menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah memiliki peran strategis dalam mempertahankan opini WTP, antara lain sebagai fasilitator dan pembinaan bagi OPD, koordinator dengan DPRD dan BPK, serta pemberi masukan dan rekomendasi bagi kepala daerah dalam pengambilan kebijakan. Oleh sebab itu, peneliti memilih Inspektorat Daerah Kabupaten PPU sebagai lokasi penelitian, karena lembaga ini langsung di bawah naungan Kepala Daerah dan bertindak sebagai pengawas untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan dengan akuntabel dan transparan, tak terkecuali juga dengan pengelolaan keuangan daerah.
Berbagai penelitian terdahulu yang dilakukan Putri et al., (2021), Sari et al., (2023), dan Hasiara et al., (2024), telah banyak membahas faktor-faktor yang mendorong pencapaian opini WTP. Namun, studi yang secara khusus mengkaji upaya yang dilakukan Inspektorat Daerah sebagai APIP dalam membantu mempertahankan opini WTP di tingkat Kabupaten/Kota masih terbatas. Khususnya di Kabupaten PPU, yang menunjukkan perkembangan menarik mengenai capaian opini audit dari WDP menjadi WTP pada tahun 2024 dan konsistensi mempertahankan opini WTP pada tahun 2025. Untuk itu, penelitian ini penting dilakukan karena keberhasilan Kabupaten PPU dalam mempertahankan opini WTP menunjukkan perubahan positif dalam pengelolaan keuangan daerah yang perlu dikaji secara mendalam. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif pendekatan studi kasus untuk menggali secara mendalam upaya yang dilakukan dalam mempertahankan audit unqualified opinion (opini audit WTP) yang telah diperoleh tahun 2024 dan 2025. Temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman secara komprehensif mengenai upaya dan faktor pendukung maupun faktor penghambat yang menjadi tantangan yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah dalam menjaga keberlanjutan opini WTP yang mencerminkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. 
[bookmark: _Toc214820148]Fokus Penelitian 
[bookmark: _Toc211018981]Penelitian ini berfokus pada upaya yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten PPU dalam membantu mempertahankan opini WTP yang diperoleh Pemkab PPU. Disamping itu, penelitian ini juga menyoroti faktor-faktor yang memengaruhi opini audit, serta strategi yang digunakan Inspektorat Daerah Kabupaten PPU dalam membantu mempertahankan opini WTP untuk di masa mendatang agar kualitas pengelolaan keuangan daerah tetap terjaga dengan baik.
[bookmark: _Toc214820149]Rumusan Masalah
[bookmark: _Toc211018982]Berdasarkan uraian latar belakang dan fokus penelitian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana upaya yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten PPU dalam membantu Pemkab mempertahankan opini WTP?
2. Apa saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Inspektorat Daerah Kabupaten PPU dalam membantu menjaga keberlanjutan opini WTP?
[bookmark: _Toc214820150]Tujuan Penelitian
[bookmark: _Toc211018983]Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:
1. Mendeskripsikan upaya Inspektorat Daerah Kabupaten PPU dalam membantu Pemkab mempertahankan opini WTP.
2. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat Inspektorat Daerah Kabupaten PPU dalam menjaga opini WTP.
[bookmark: _Toc214820151]Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi sektor publik dan tata kelola pemerintahan, khususnya mengenai peran dan dinamika fungsi APIP khususnya Inspektorat Daerah dalam membantu mempertahankan opini audit WTP.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Akademis
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber referensi untuk penelitian selanjutnya yang ingin membahas upaya, strategi, dan faktor-faktor yang mendukung serta menghambat keberhasilan dalam mempertahankan opini WTP yang dilakukan Inspektorat Daerah di daerah lain.  
b. Bagi Inspektorat Daerah
Dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi strategi dalam meningkatkan kinerja pengawasan pengelolaan keuangan daerah, penguatan sistem pengendalian internal, serta merancang strategi yang efektif untuk membantu mempertahankan opini WTP, sehingga mendukung akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
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[bookmark: _Toc211018984][bookmark: _Toc214820152] 
KAJIAN PUSTAKA
[bookmark: _Toc214820153]Teori Keagenan (Agency Theory)
Agency theory menjelaskan hubungan antara pihak yang memberikan wewenang (principal) dengan pihak yang menerima wewenang untuk menjalankan tugas (agen). Dalam sektor publik, masyarakat bertindak sebagai principal, sedangkan pejabat pemerintah berperan sebagai agen yang bertanggung jawab untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan, termasuk dalam pengelolaan keuangan publik. Dalam konteks pengelolaan keuangan publik, opini WTP merupakan indikator keberhasilan agen dalam menjalankan tugasnya secara akuntabel dan transparan kepada principal. Opini WTP yang diperoleh agen atas penyajian laporan keuangannya yang telah diaudit oleh BPK, mencerminkan tentang pengelolaan keuangan yang dijalankan oleh agen. Apabila BPK telah memberikan opini WTP atas laporan keuangan tersebut, hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, didukung dengan sistem pengendalian internal yang memadai, dan bebas dari salah saji material.
Menurut Jensen dan Meckling (1976), hubungan keagenan sering menimbulkan konflik kepentingan akibat adanya ketidakseimbangan informasi (asimetri informasi) antara principal dan agen. Hal ini terjadi karena agen memegang dan mengetahui secara penuh mengenai informasi pengelolaan keuangan publik, sedangkan principal hanya menerima informasi sesuai yang dituangkan pada laporan keuangan publik. Sejalan dengan penelitian Utami (2025) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kondisi tersebut berpotensi memberikan ruang kepada agen untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan harapan principal atau melakukan penyimpangan, seperti dengan menyembunyikan informasi yang bisa memengaruhi keakuratan laporan keuangan. Dalam konteks tersebut, apabila laporan keuangan tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal belum memadai, dan terdapat salah saji, maka hal ini bisa memengaruhi opini audit dari BPK, terutama jika penyimpangan yang terjadi bersifat material, sehingga berpotensi merugikan negara dan berdampak kepada masyarakat. Sejalan dengan Salle et al., (2022), menyatakan bahwa adanya temuan yang berdampak pada potensi kerugian yang terus meningkat dapat menghambat perolehan opini WTP.
Untuk mengatasi risiko terjadinya konflik tersebut, diperlukannya pengawasan internal secara ketat dalam proses pengelolaan keuangan publik, salah satunya dengan menjalankan audit internal yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah sebagai APIP. Fungsi audit internal ini merupakan proses penilaian yang independen guna memastikan sistem pengendalian internal, kepatuhan pada regulasi dan integritas keuangan berjalan dengan baik (Anto et al., 2025). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Hidayah et al., (2019) dan Riamah et al.,(2025), menyatakan bahwa peran Inspektorat sebagai auditor internal menjadi faktor penting dalam meraih dan mempertahankan opini WTP secara konsisten. Dengan demikian, Agency theory menjadi dasar penting dalam memahami pentingnya peran Inspektorat Daerah dalam menjaga hubungan keagenan yang sehat, mengelola ketidakseimbangan informasi, serta mempertahankan opini WTP sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik.
[bookmark: _Toc214820154]Konsep Opini Audit
Opini audit adalah pernyataan profesional dari auditor (seperti BPK) yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 16 ayat (1), kewajaran pada laporan keuangan didasarkan pada empat kriteria berikut (Presiden Republik Indonesia, 2004):
a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
b. Kecukupan pengungkapan (Adequate disclosures);
c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
d. Efektivitas sistem pengendalian intern.
Pemenuhan keempat kriteria tersebut, menjadi landasan bagi auditor dalam menentukan jenis opini audit yang mencerminkan tingkat keandalan dan kepatuhan entitas pelaporan terhadap prinsip akuntabilitas keuangan. Berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), terdapat empat jenis opini audit yang dapat diberikan atas hasil pemeriksaan LKPD, yaitu (BPK RI, 2017):
1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian/WTP (Unqualified opinion). Opini ini menunjukkan bahwa laporan keuangan dianggap telah menyajikan secara wajar dalam semua hal material sesuai dengan SAP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ditemukan penyimpangan material, dan sistem pengendalian intern dinilai efektif.
2. Opini Wajar Dengan Pengecualian/WDP (Qualified opinion). Opini ini menunjukkan laporan keuangan secara keseluruhan telah menyajikan informasi keuangan secara wajar dengan sistem pengendalian intern yang memadai, namun terdapat salah saji yang material atau penyajiannya tidak sesuai SAP atau karena pembatasan ruang lingkup pemeriksaan sehingga tidak memungkinkan auditor mendapatkan bukti yang cukup.
3. Opini Tidak Wajar (Adversed opinion). Opini ini berikan apabila laporan keuangan yang disajikan mengandung salah saji yang material dan meluas, tidak sesuai dengan SAP yang berlaku, sehingga tidak dapat diandalkan.
4. Menolak/Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer of opinion). Opini ini diberikan apabila auditor tidak dapat mendapatkan bukti yang cukup dan tepat untuk mendukung opini, atau ada pembatasan lingkup audit yang signifikan sehingga audtor tidak dapat menyimpulkan kewajaran laporan keuangan.
Dari keempat jenis opini audit tersebut, opini WTP merupakan bentuk opini terbaik yang mencerminkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengendalian internal pemerintah daerah. Menurut BPK (2023) opini WTP dapat menjadi dorongan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan, serta kualitas laporan keuangan. Sejalan dengan hasil penelitian Auliyana (2017), menyatakan bahwa opini WTP dimaknai sebagai bentuk hasil kinerja dan suatu alat untuk mendapatkan kepercayaan publik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa opini WTP tidak hanya menunjukkan keandalan dan kepatuhan pada peraturan standar akuntansi yang berlaku, tetapi juga menjadi indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik (good governance government).
[bookmark: _Toc211018995][bookmark: _Toc214820155]Peran Inspektorat Daerah sebagai APIP
Inspektorat Daerah merupakan APIP yang bertanggung jawab memastikan penyelenggaraan pemerintah daerah berjalan dengan efektif, efisien, transparan, dan bebas dari penyimpangan. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Bagian Kedua Lingkungan Pengendalian Pasal 11, APIP berfungsi untuk (Presiden Republik Indonesia, 2008, p. 8):
a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; dan
c. Memilihara serta meningkatkan tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
Disamping itu, Inspektorat Daerah juga bertugas untuk melakukan pengawasan intern dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, termasuk pelaksanaan kebijakan kepala daerah, pengelolaan keuangan daerah, serta program dan kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Bagian Kedua Pengawasan Intern atas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah Pasal 45 ayat (2), pengawasan intern dilakukan melalui pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya (Presiden Republik Indonesia, 2008, p. 22). Dari kegiatan pengawasan intern tersebut, maka secara garis besar Inspektorat Daerah memiliki tiga peran utama, yaitu sebagai assurance, consulting, dan evaluating terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.
Menurut Hidayah et al., (2019), Inspektorat memiliki peran strategis dalam mempertahankan opini WTP, yaitu:
1. Sebagai fasilitator, pembina, dan verifikator bagi OPD dalam menyusun laporan keuangan dan menindaklanjuti temuan audit.
2. Sebagai koordinator dengan DPRD, BPK, dan pihak eksternal lain untuk memastikan tindak lanjut hasil pemeriksaan berjalan optimal.
3. Sebagai informatif dan rekomendatif dalam memberikan bahan laporan kepada kepala daerah guna perbaikan kebijakan lebih lanjut.
Secara keseluruhan, peran Inspektorat Daerah sebagai APIP tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga berfungsi strategis dalam menjamin efektivitas sistem pengendalian intern serta peningkatan kualitas LKPD. Dengan peran tersebut, Inspektorat menjadi unsur penting dalam menjaga akutabilitas keuangan daerah dan mendukung pemerintah dalam mempertahankan opini WTP.
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Pencapaian opini WTP tidak hanya bergantung pada penerapan sistem akuntansi yang tertib, tetapi juga pada berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas tata kelola keuangan daerah. Secara umum, faktor-faktor tersebut dibagi menjadi dua, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat dalam memperoleh dan mempertahankan opini WTP secara berkelanjutan.
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Menurut Hidayah et al., (2019), faktor penting yang dapat mendukung pencapaian serta mempertahankan opini WTP adalah dengan memaksimalkan peran Inspektorat sebagai APIP. Selanjutnya, Rahayu et al., (2020, p. 43), menyatakan bahwa keberhasilan pemerintah kota maupun daerah dalam memperoleh opini WTP, didukung beberapa faktor berikut:
1. Penyusunan dan penyajian LKPD sesuai dengan SAP yang berlaku;
2. Menindaklanjuti rekomendasi dari BPK atas LKPD tahun sebelumnya;
3. Memperbaiki sistem pengendalian internal yang lemah menjadi memadai;
4. Meningkatkan kepatuhan pada perundang-undangan; dan
5. Terdapat aspek Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai, seperti:
a. Komitmen dan integritas kepala daerah juga perangkatnya; serta
b. Kompetensi SDM di bidang akuntansi.
Sementara itu, hasil penelitian Putri et al., (2021, p. 48), faktor-faktor yang memengaruhi opini WTP dibagi menjadi empat faktor sebagai berikut:
1. Faktor kekuatan (strenght), berupa komitmen dan integritas yang tinggi antara kepala daerah dengan jajarannya.
2. Faktor kelemahan (weakness), berupa luasnya wilayah suatu daerah membuat pengelolaan dan pencatatan aset menjadi tidak maksimal, karena kurangnya kemampuan SDM dan lemahnya koordinasi antarunit kerja.
3. Faktor peluang (opportunity), berupa adanya bimbingan teknis dan sosialisasi dari BPK dan BPKP yang meningkatkan kemampuan SDM dalam pengelolaan aset dan penggunaan aplikasi keuangan.
4. Faktor ancaman (threat), yaitu rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan yang berdampak pada rendahnya kualitas SDM dalam pengelolaan keuangan daerah. 
Menurut Sari et al., (2023), faktor pendukung lainnya dalam memperoleh opini WTP adalah pemberian sanksi terhadap kelalaian OPD yang mengakibatkan temuan material, serta pemberian reward atas keberhasilan dalam meraih dan mempertahankan opini WTP. Sementara itu, Riamah et al., (2025) menambahkan bahwa kolaborasi aktif antara pemerintah daerah, BPK, dan Inspektorat juga menjadi faktor penting dalam meraih dan mempertahankan opini WTP secara konsisten.
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pemerintah daerah dalam meraih dan mempertahankan opini WTP tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung, seperti komitmen dan integritas pimpinan, kompetensi SDM, kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas sistem pengendalian internal, serta dukungan pembinaan dan pengawasan dari BPK dan Inspektorat. Kolaborasi yang kuat antar unsur tersebut menjadi landasan penting untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
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Menurut Khairudin et al., (2019, p. 4), ada lima faktor yang dapat menyebabkan suatu daerah belum memperoleh opini WTP, yaitu:
1. Sistem pengendalian internal yang lemah;
2. Adanya masalah pengelolaan aset milik negara/daerah yang belum tertib;
3. Ketidaksesuaian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan ketentuan yang berlaku;
4. Laporan keuangan yang disajikan belum sesusai dengan SAP; dan
5. Kompetensi SDM pengelola keuangan pemerintah daerah belum memadai.
Sementara itu, menurut Rahayu et al., (2020, p. 43), menemukan faktor penghambat lainnya mengenai laporan keuangan, yaitu:
1. Adanya salah saji pada akun aset tetap dan aset lancar, seperti ketidaksesuaian nilai perolehan aset dan selisih saldo yang tidak dapat dijelaskan.
2. Ketidakpatuhan dan penyimpangan terhadap perundangan-undangan.
Sejalan dengan kedua penelitian tersebut, hasil penelitian Salle et al., (2022), menambahkan bahwa adanya temuan yang berdampak pada potensi kerugian yang terus meningkat, serta rekomendasi BPK yang belum ditindaklanjuti juga menjadi kendala dalam memperoleh dan mempatahankan opini WTP.
Dari uraian di atas, faktor-faktor penghambat pencapaian opini WTP meliputi lemahnya sistem pengendalian internal, ketidaktertiban dalam pengelolaan aset, ketidaksesuaian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, salah saji laporan keuangan, ketidakpatuhan pada regulasi, kompetensi SDM yang kurang memadai, serta temuan audit yang belum ditindaklanjuti. Faktor-faktor tersebut menunjukkan perlunya perbaikan menyeluruh pada pengelolaan keuangan daerah agar transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi dapat terus terjaga.
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Hidayah et al., (2019) dengan judul “Peran Inspektorat Daerah Kota Samarinda Dalam Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Inspektorat dalam mempertahankan opini WTP, serta mengidentifikasi strategi dan kendala dalam pelaksanaan pengawasan internal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inspektorat berperan aktif dalam mendukung pencapaian dan keberlanjutan opini WTP melalui lima fungsi utama, yaitu fasilitasi, pembinaan, verifikasi, koordinasi, dan rekomendasi. Kemudian, adanya inovasi klinik konsultasi dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) untuk membimbing OPD dalam menindaklanjuti temuan audit, serta koordinasi dengan BPK dan OPD menjadi faktor penting dalam memperkuat akuntabilitas keuangan.
Khairudin et al., (2019) dengan judul “Kesejahteraan Masyarakat pada Pemerintah Kabupaten/Kota yang beropini WTP, WDP, Adverse dan Disclaimer di Provinsi Lampung”. Tujuan penelitian ini untuk memberikan menilai keberhasilan kesejahteraan masyarakat pada masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung setelah diperolehnya opini audit. Hasilnya menampilkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota yang memperoleh opini WTP memiliki pengelolaan keuangan yang lebih baik dibandingkan dengan yang mendapat WDP, Adverse, dan Disclaimer, tetapi opini audit tidak secara langsung memengaruhi kesejahteraan masyarakat, meskipun mencerminkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, serta pemerintah daerah dengan opini WTP sering menghadapi masalah terkait transparansi, akuntabilitas, dan kelengkapan laporan keuangan.
Rahayu et al., (2020) berjudul “Menelusuri Keberhasilan dan Kendala Pemda di Provinsi Jawa Barat dalam Upaya Memperoleh Opini WTP dari BPK: Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat”. Bertujuan untuk mendeskripsikan aspek-aspek yang menjadi pertimbangan BPK dalam memberikan opini, keberhasilan pemerintah daerah memperoleh opini WTP, dan kendala yang dihadapi pemerintah daerah di Jawa Barat yang belum memperoleh opini WTP. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari 26 Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 5 (lima) daerah berhasil meraih opini WTP pada tahun 2016 setelah memperbaiki kelemahan pengelolaan aset, kepatuhan pada peraturan, dan pengendalian intern, dan ada 3 (tiga) daerah yang belum berhasil karena masih ada salah saji aset tetap dan aset lancar.
Putri et al., (2021) berjudul “Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes dalam Upaya Memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)”. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes dalam memperoleh opini WTP atas LKPD dan mengidentifikasi faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi. Hasil penelitian menemukan bahwa Pemerintah Kabupaten Brebes berhasil memperoleh opini WTP pertama kali pada tahun 2019 setelah sebelumnya berturut-turut hanya mendpat opini WDP.
Salle et al., (2022) berjudul “Menilai Pemberian Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk menganalisis dan menjelaskan faktor-faktor yang mendukung serta menahan pemberian opini WTP oleh BPK terhadap LKPD periode 2014-2018. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa jumlah pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP meningkat 252 entitas (42%) tahun 2014 menjadi 443 entitas (82%) tahun 2018. Faktor-faktor yang mendukung peningkatan perolehan opini WTP, yaitu: perbaikan kesesuaian dengan SAP, perbaikan sistem pengendalian intern, dan peningkatan tindak lanjut temuan audit. 
Sari et al., (2023) berjudul “ Analisa Proses Pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Periode 2015-2018)”. Peneltian ini dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendukung pencapaian opini WTP dan mengidentifikasi upaya yang dilakukan untuk mempertahankan opini tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berhasil meraih opini WTP pada 2017 dan mempertahankannya pada tahun 2018 setelah dua tahun sebelumnya memperoleh WDP. Faktor kunci keberhasilan adalah koordinasi antarunit kerja, komitmen pimpinan daerah, tindak lanjut temuan BPK, reviu Inspektorat, pembinaan pengelolaan keuangan, dan penerapan sanksi serta reward.
Hasiara et al., (2024), berjudul “East Kalimantan Province Regional Government’s Sustainability Strategy in Achieving Unqualified Opinion (UQO)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan dalam memperoleh opini WTP atas hasil audit yang dilakukan oleh auditor eksternal pemerintah (BPK RI) dan metode apa saja yang ditempuh untuk mempertahankan opini berkelanjutan (WTP). Hasil penelitian ini menemukan bahwa semua elemen pencapaian WTP terbentuk dari SDM, yang merupakan penentu utama pencapaian WTP. Pencapaian ini dibingkai dalam bentuk motivasi, komitmen, komunikasi, sikap, perilaku, pengendalian internal, standar operasional prosedur, profesionalisme, kompetensi, moral dan etika, keahlian, kejujuran, anggaran, pemantauan, evaluasi, serta informasi dan teknologi dapat membentuk pencapaian WTP. Selain itu, untuk mencapai dan mempertahankan opini WTP atas laporan keuangan dapat dilakukan dengan memperkuat pengendalian internal, meningkatkan kapasitas SDM, memanfaatkan teknologi informasi, komitmen pada transparansi, dan kolaborasi dengan lembaga pengawas merupakan strategi yang efektif.
Riamah et al., (2025) berjudul “Strategi Pengelolaan Aset Tetap Daerah Kabupaten Jember dalam Meraih Opini WTP (dari Disclaimer hingga WTP Berturut-turut)”. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis strategi pengelolaan aset tetap dalam upaya meraih opini WTP secara berturut-turut dari BPK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pencapaian opini WTP oleh Kabupaten Jember secara berkelanjutan dikarenakan penerapan strategi pengelolaan aset tetap yang efektif dan terstruktur.
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Tabel 2.1 Sambungan

	No
	Peneliti
	Judul
	Metode
	Hasil
	Perbedaan

	1
	Kemal Hidayah,
Liska Ayu Permatasari, dan
Fathurrahman Siregar (2019)
	Peran Inspektorat Daerah Kota Samarinda dalam Mempertahankan Opini WTP
	Kualitatif deskriptif (Pendekatan Studi Kasus), dengan menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi langsung.
	Inspektorat berperan sebagai fasilitator, pembina, verifikator, dan koordinator dalam menjaga opini WTP.
	Pemilihan lokasi penelitian yang berbeda. Penelitian Hidayah et al., dilakukan di Kota Samarinda, sedangkan pada penelitian ini dilakukan di Kabupaten PPU.


	2
	Khairudin,
Tia Rizna Pratiwi, dan
Syahril Daud (2019)
	Kesejahteraan Masyarakat pada Pemerintah Kabupaten /Kota yang Beropini WTP, WDP, Adverse dan Disclaimer di Provinsi Lampung
	Kualitatif komparatif, menggunakan dokumentasi dan studi pustaka.
	Opini audit tidak secara langsung memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat, dikarenakan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah ditentukan oleh banyak faktor seperti kepemimpinan, dukungan anggaran atau pembiayaan, dan budaya masyarakat.
	Penggunaan metode penelitian berbeda dan juga lokasi penelitian berbeda. 
Dalam penelitian Khairudin et al., menggunakan metode kualitatif komparatif dengan Provinsi Lampung sebagai lokasi penelitian. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan studi kasus dengan pemilihan lokasi penelitian di Kabupaten PPU

	3
	Puji Astuti Rahayu,
Sylvia Fettry, dan
Monica Paramita (2020)Disambung ke halaman berikutnya
Disambung ke halaman berikutnya

	Menelusuri Keberhasilan dan Kendala Pemda di Provinsi Jawa Barat dalam Upaya Memperoleh Opini WTP dari BPK: Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota di Provinsi Jawa Barat
	Kualitatif deskriptif (Pendekatan Studi Kasus), dengan menggunakan wawancara, dokumentasi, dan kuesioner.
	Lima daerah yang memperoleh opini WTP disebabkan oleh perbaikan kelemahan pengelolaan aset, pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap perundang-undangan. Sedangkan tiga daerah yang belum meraih opini WTP dikarenakan masih ada salah saji aset tetap dan aset lancar. 
	Penelitian Rahayu et al., melakukan penelitian di berbagai Kabupaten/Kota sekaligus, sedangkan pada penelitian ini hanya berfokus di Kabupaten PPU, tepatnya Inspektorat Daerah.

	4
	Alvianita Gunawan Putri, Ardian Widiarto, dan Musyafa Al Farizi (2021)
	Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes dalam Upaya Memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
	Kualitatif deskriptif dengan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat), menggunakan wawancara, kuesioner, dan observasi langsung.
	Hasil pembobotan menunjukkan strategi SO (Strength, Opportunity) menjadi strategi paling efektif dengan nilai 4,17, dengan faktor kekuatan terbesar adalah komitmen dan integritas tinggi dari Kepala Daerah beserta Jajaran Pimpinan Instansi. Lalu faktor peluang utama adalah dukungan bimbingan teknis dan sosialisasi dari pemerintah pusat.
	Lokasi penelitian berbeda dan metode yang digunakan dalam penelitian juga berbeda. Pada penelitian Putri et al., melakukan penelitian di Kabupaten Brebes dengan menggunakan analisis SWOT, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kabupaten PPU dengan menggunakan pendekatan studi kasus.
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	Agustinus Salle, Hesty Theresia Salle, dan Klara Wonar (2022)
	Menilai Pemberian Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
	Mixed metode (kualitatif dan kuantitatif deskriptif), dengan menggunakan data IHPS BPK Tahun 2014-2018 pada 542 LKPD (Seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia)
	Peningkatan opini WTP disebabkan oleh perbaikan kesesuaian dengan SAP, perbaikan sistem pengendalian intern, dan menindaklanjuti rekomendasi dari BPK. Namun, masih terdapat masalah pada ketidakpatuhan terhadap peraturan kelamahan pada pelaksanaan anggaran yang berpotensi menahan pemberian opini WTP.
	Lingkup penelitian Salle et al., sangat luas, yakni seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia dengan menggunakan metode penelitian campuran, sedangkan pada penelitian ini lebih sempit dan fokus pada Inspektorat Daerah Kabupaten PPU dengan metode kualitatif menggunakan pendekatan studi kasus.


	6
	Fadhilah Sari, Ahmad Hizazi, dan Yudi (2023)
	Analisis Proses Pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Timur (Periode 2015-2018)
	Kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus menggunakan wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi.
	WTP di Kabupaten Tanjung Timur dicapai setelah dua tahun berturut-turut mendapat WDP karena temuan aset dan dana BOS. Kunci keberhasilan pencapaian opini WTP, yaitu koordinasi lintas unit, komitmen pimpinan, dan pembinaan Inspektorat. Tantangan yang dihadapi Kabupaten Tanjung Timur, yaitu keterbatasan SDM auditor dan belum optimalnya pengawasan lapangan oleh Inspektorat.
	Perbedaan periode penelitian dan lokasi penelitian. Pada penelitian Sari et al., periode pencapaian opini WTP di Kabupaten Tanjung Timur pada tahun 2015-2018, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan periode pencapaian opini WTP tahun anggaran 2019-2023 di Kabupaten PPU.

	7.
	La Ode Hasiara,
Mat Juri, Sigit Hartoko, L.M. Hasriadi, dan Wilda Yanti (2024)Disambung ke halaman berikutnya
Di sambung ke halaman berikutnya

	East Kalimanatan Province Regional Government’s Sustainability Strategy in Achieving Unqualified Opinion (UQO)
	Kualitatif dengan model tulang ikan dan menggunakan wawancara.
	Hasil penelitian berikutnya menunjukkan bahwa penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan SDM, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen pada transparansi, dan berkolaborasi dengan lembaga pengawas merupakan strategi yang efektif yang diterapkan Provinsi Kalimantan untuk mencapai dan mempertahankan opini WTP.
	Pada penelitian Hasiara et al., menggunakan metode penelitian kualitatif dengan model tulang ikan, sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Lingkup pada penelitian Hasiara et al., tingkat provinsi, sedangkan dalam penelitian ini melakukan penelitian di tingkat Kabupaten, khususnya PPU.

	8
	Amalia Zacky Afkar Dame Riamah, Eva Wulandari, dan Windy Eka Wardani (2025)
	Strategi Pengelolaan Aset Tetap Daerah Kabupaten Jember dalam Meraih Opini WTP (dari Disclaimer Hingga WTP Berturut-turut)
	Kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, melalui wawancara dan dokumentasi.
	Keberhasilan Kabupaten Jember dalam meraih opini WTP secara berkelanjutan disebabkan oleh penerapan strategi pengelolaan aset tetap yang efektif dan tersetruktur, meliputi inventarisasi aset, meningkatkan akurasi pencatatan berbasis teknologi informasi, pelaksanaan rekonsiliasi aset secara berkala, meningkatkan kapasitas SDM, dan kolaborasi aktif dengan BPK serta Inspektorat. Implementasi strategi tersebut telah meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas LKPD, sehingga mampu mempertahankan opini WTP secara konsisten.
	Perbedaan pengambilan lokasi penelitian dan fokus penelitian. Pada penelitian Riamah et al., lokasi penelitian yang dipilih yaitu Kabupaten Jember, yang berfokus pada penerapan strategi pertahankan opini WTP melalui pengelolaan aset tetap daerah. Sedangkan dalam penelitian ini lokasi penelitian yang dipilih adalah Kabupaten PPU dengan fokus penelitian pada upaya yang dilakukan Inspektorat Daerah dalam mempertahankan opini WTP.


Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025
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Menurut Uma Sekaran dalam Sugiyono (2019), kerangka berpikir merupakan model konseptual yang menjelaskan hubungan antara teori dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Gambar 2.1 di bawah ini adalah model konseptual yang digunakan dalam penelitian ini.Teori Keagenan (Agency Theory)
Output: Keberlanjutan Opini WTP 
(Meningkatkan Akuntabilitas dan Tansparansi Publik)
Principal
(Masyarakat)
Agen
(Pejabat Pemerintah)
Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat yang Memengaruhi Opini WTP 
Memberikan wewenang
Audit Unqualified Opinion (Opini Audit WTP):
Mencerminkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Publik
Asimetri Informasi
Konflik Kepentingan
Menyajikan LKPD sesuai dengan SAP dan peraturan perundang-undangan, didukung dengan pengendalian internal yang memadai, serta bebas dari salah saji material.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Upaya Inspektorat Daerah Kabupaten PPU Dalam Membantu Mempertahankan Opini WTP
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METODE PENELITIAN
[bookmark: _Toc211019004][bookmark: _Toc214820162]Jenis Penelitian
Menurut Moleong (2016, p. 6), penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk mendalami fenomena mengenai pengalaman subjek peneltian, seperti tindakan, motivasi, perilaku, pandangan, dan lain-lain secara menyeluruh, melalui deksripsi berbentuk kata-kata. Oleh karena itu, pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus digunakan untuk mengeksplorasi kehidupan nyata dari suatu kasus atau beberapa kasus lainnya berdasarkan pengumpulan data yang mendalam dari berbagai sumber informasi (Creswell, 2014, p. 135).
Menurut Stake dalam Creswell (2014, p. 139), studi kasus dibagi menjadi tiga tipe, yaitu:
1. Studi kasus instrumental tunggal, ketika peneliti memilih satu kasus terbatas yang dijadikan sebagai alat untuk memahami fenomena yang lebih luas. Namun, fokus utama penelitian bukan pada kasus tersebut, melainkan pada persoalan atau isu yang tercermin di dalam kasus tersebut.
2. Studi kasus kolektif, ketika peneliti memilih beberapa kasus sekaligus untuk melihat perbedaan dan persamaan guna memperkuat pemahaman terhadap fenomena tertentu.
3. Studi kasus intrinsik, ketika peneliti memilih satu kasus tertentu yang sifatnya unik atau penting untuk dipahami secara mendalam. Pada tipe ini peneliti fokus pada kasus itu sendiri.
Berdasarkan uraian tipe studi kasus tersebut, penelitian ini menggunakan tipe studi kasus intrinsik, karena peneliti hanya berfokus pada satu kasus, yaitu upaya Inspektorat Daerah Kabupaten PPU dalam membantu pemerintah daerah mempertahankan opini WTP yang diberikan oleh BPK.
[bookmark: _Toc211019005][bookmark: _Toc214820163]Lokasi Penelitian
Penelitian ini akan dilakukan di Inspektorat Daerah Kabupaten PPU, tepatnya di Jalan Provinsi, Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Pemilihan lokasi penelitian ini, karena Inspektorat Daerah merupakan lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah, sehingga memiliki posisi yang strategis untuk membantu mempertahankan opini WTP.
[bookmark: _Toc211019006][bookmark: _Toc214820164]Jenis dan Sumber Data Penelitian
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Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, yaitu data yang berbentuk deskriptif berupa kata-kata, penjelasan, dan pernyataan yang dikumpulkan melalui hasil wawancara.
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Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dan data primer. Data sekunder merupakan data yang diperoleh tidak langsung dari subjek penelitian atau dari pengumpulan data dari lapangan, melainkan berasal dari dokumen, catatan, arsip, laporan, atau hasil penelitian dan publikasi yang sudah ada. Data ini digunakan sebagai pelengkap untuk memperkuat analisis dan mendukung data primer. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan, yaitu LHP BPK dan IHPD BPK.
Sedangkan, data primer digunakan untuk memperkuat hasil penelitian, dengan melakukan interaksi secara langsung melalui wawancara dengan beberapa informan yang telah ditentukan. Pemilihan informan dalam penelitian ini telah di ditentukan oleh Inspektur Daerah selaku pimpinan di Inspektorat Daerah PPU dan didasari oleh beberapa kriteria dari peneliti sebagai pertimbangan tertentu untuk memperoleh informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Adapun kriteria yang telah ditetapkan sebagai berikut:
1. Memiliki pengalaman dan keterlibatan langsung dalam proses pengawasan, pembinaan, dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah;
2. Menjabat pada posisi struktural atau fungsional yang berkaitan dengan pelaksanaan audit internal, tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, serta strategi penguatan sistem pengendalian internal;
3. Memiliki pengalaman kerja minimal dua tahun di Inspektorat, sehingga mampu memberikan informasi secara mendalam beserta data yang valid; dan
4. Bersedia meluangkan waktu untuk menjadi informan penelitian dan memberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.
Berdasarkan beberapa kriteria tersebut, berikut informan yang telah ditentukan disajikan dalam tabel 3.1. Dalam penelitian ini, identitas pribadi informan akan dirahasiakan.


[bookmark: _Toc211235030][bookmark: _Toc211235094]Tabel 3.1. Informan
	No.
	Inisial
	Jabatan
	Lama Bekerja (Tahun)
	Tugas

	1.
	BS
	Inspektur Daerah (Pimpinan Inspektorat Daerah Kabupaten PPU)
	2 Tahun
	Sebagai pemimpin di Inspektorat Daerah, Inspektur memiliki tanggung jawab penuh atas pelaksanaan seluruh fungsi pengawasan internal, termasuk strategi dan kebijakan dalam membantu mempertahankan opini WTP. Oleh karena itu, informasinya penting untuk memahami gambaran umum dan arah pengawasan di Inspektorat.


	2.
	YM
	Inspektur Pembantu III Bidang Ekonomi dan Pembangunan
	10 Tahun
	Irban III ini memimpin pengawasan di bidang Ekonomi dan pembangunan yang berkaitan langsung dengan pengelolaan keuangan daerah, sehingga jabatan ini penting untuk memberikan gambaran tentang pengawasan teknis yang spesifik terkait proses dan kendala mempertahankan opini audit.

	3.
	US
	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD) Ahli Madya
	2 Tahun
	P2UPD memiliki tugas melakukan pengawasan tematik, pemeriksaan, serta penilaian resiko penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, yang berarti memiliki pemahaman mengenai area rawan temuan serta proses pengendalian internal di lapangan.

	4.
	IB
	Auditor Ahli Madya
	16 Tahun
	Terlibat langsung dalam pelaksanaan audit, reviu, dan monitoring tindak lanjut temuan, sehingga memiliki pengetahuan mengenai prosedur pengawasan.


Sumber: Peneliti, 2025
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Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk memperoleh data dan informasi yang valid, yaitu:
1. Dokumentasi 
Dokumentasi merupakan instrumen pengumpulan data yang berbentuk tulisan atau catatan yang menyimpan informasi berbagai peristiwa atau kejadian di masa lalu, seperti surat, buku harian, dokumen yang diarsipkan, pustaka, dan informasi lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa dokumen yang diperoleh secara online, melalui layanan Elektronik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (E-PPID) yang tersedia di website resmi Inspektorat Daerah Kabupaten PPU dan BPK seperti regulasi, LHP, dan IHPD BPK. Sementara, untuk dokumen-dokumen penting yang tidak tersedia dalam website dan tidak bersifat rahasia, peneliti dapatkan dengan cara datang langsung ke kantor Inspektorat Daerah Kabupaten PPU.
2. Wawancara (Interview)
Wawancara merupakan percakapan yang terjadi antara dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan informan yang memberikan menjawab atas pertanyaan yang diajukan. Menurut Sugiyono (2019, p. 195), menyatakan bahwa wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, semi terstruktur, maupun tidak terstruktur, yang dapat dilaksanakan langsung face to face maupun melalui telepon. Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan wawancara semi terstruktur untuk menggali informasi secara mendalam. Sebelum melakukan wawancara, peneliti telah mempersiapkan pedoman wawancara yang digunakan sebagai panduan agar wawancara yang berjalan tidak keluar dari konteks penelitian (lebih terarah). Pedoman wawancara yang dibuat peneliti berisi pertanyaan-pertanyaan secara garis besar permasalahan yang akan ditanyakan, sehingga tidak menutup kemungkinan bagi peneliti untuk menggali data lebih dalam lagi.
Pada saat melakukan wawancara, peneliti akan menggunakan telepon genggam sebagai alat perekam pembicaraan dan memotret sesi wawancara untuk meningkatkan keabsahan data penelitian lebih terjamin. Setelahnya, hasil wawancara akan dicatat dalam bentuk transkip wawancara untuk menghasilkan data yang dibutuhkan pada penelitian ini. Peneliti juga menyampaikan kepada informan jika ada data yang masih dibutuhkan atau diragukan maka peneliti akan menanyakan kembali pada narasumber yang sama maupun yang baru untuk memenuhi data tersebut. 
[bookmark: _Toc211019010][bookmark: _Toc214820168]Triangulasi Data
Triangulasi data merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menguji keabsahan data dengan cara menggabungkan teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data penelitian (Sugiyono, 2019, p. 315). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data yang diperoleh dari sumber data yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Triangulasi ini dilakukan dengan cara membandingkan data hasil wawancara yang diperoleh dari informan satu dengan informan lainnya, seperti yang diilustrasikan pada Gambar 3.1. 
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Sumber: Sugiyono, 2019
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Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model analisis data kualitatif menurut Creswell dalam Sugiyono (2019, p. 344). Langkah-langkah analisis data, sebagai berikut:
1. Pertama, mengorganisasikan dan menyiapkan data yang akan dianalisis (organizing and preparing data for analysis). Berarti, peneliti harus menyiapkan seluruh data hasil wawancara dan dokumentasi untuk dianalisis. Data hasil wawancara ditranskip secara verbatim, sedangkan data dokumentasi diklasifikasikan berdasarkan jenis dan sumbernya.
2. Kedua, membaca keseluruhan data (read look at all the data). Di sini peneliti harus membaca seluruh data untuk mengetahui data yang telah diperoleh, sumber, dan maknanya. Peneliti juga harus mengetahui segala informasi yang disampaikan oleh informan yang satu dengan informan yang lain. Dengan begitu peneiti bisa mereduksi data yang penting, yang baru, yang unik dan yang terkait dengan pertanyaan penelitian.
3. Ketiga, mengkoding data (start coding all of the data). Koding adalah proses penandaan data yang telah dikelompokkan. Data yang sudah dibaca selanjutnya dikodekan dengan cara mengidentifikasi tema, kategori, atau pola yang muncul. Setiap kode mewakili topik penting yang berhubungan dengan fokus penelitian.
4. Keempat, menemukan tema (used coding process to generate a description). Setelah pengkodingan, peneliti menghasilkan tema-tema atau kategorisasi data penelitian yang merupakan penemuan. 
5. Kelima, menghubungkan antar tema (interrelating theme). Peneliti mencari apakah ada hubungan antar tema satu dengan tema yang lain setelah membuat ketegori data.
6. Keenam, memberi interpretasi dan makna tentang tema (interpreting the meaning of theme). Ini adalah langkah terakhir, yakni hasil dari kontruksi hubungan antar tema atau kategori yang kemudian diinterpretasikan atau menarik makna dan kesimpulan dari temuan untuk memberikan pemahaman pada orang lain atau peneliti selanjutnya.


Sumber: Sugiyono, 2019
[bookmark: _Toc211235311]Gambar 3.2. Skema Analisis Data Kualitatif Menurut Creswell 2014
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LAMPIRAN
[bookmark: _Toc214909160]Lampiran 1. Pedoman Wawancara
PEDOMAN WAWANCARA
UPAYA MEMPERTAHANKAN AUDIT UNQUALIFIED OPINION YANG DIPEROLEH PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA (STUDI KASUS INSPEKTORAT DAERAH)

I. Jadwal 
Hari/Tanggal	:	
Waktu Mulai	:	
Waktu Selesai	:	
Tempat	:	
II. Tujuan 
Menggali informasi secara mendalam mengenai upaya, tantangan, dan langkah Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam membantu mempertahankan audit unqualified opinion (opini WTP) secara berkelanjutan.
III. Daftar Pertanyaan (Semi-Terstruktur)
1. Bisakah Bapak/Ibu menceritakan gambaran mengenai tugas-tugas Inspektorat di Kabupaten PPU?
2. Bisakah Bapak/Ibu menjelaskan mengenai proses atau langkah-langkah utama serta tujuan dari dilaksanakannya tugas-tugas tersebut?
3. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana tugas-tugas tersebut memengaruhi opini audit yang diberikan BPK?
4. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana jika pemerintahan tidak menyetujui dan tidak melaksanakan rekomendasi dari Inspektorat?
5. Bisakah Bapak/Ibu menceritakan mengenai upaya apa saja yang dilakukan Inspektorat untuk membantu meraih serta mempertahankan opini WTP selama ini?
6. Bisakah Bapak/Ibu menjelaskan faktor-faktor utama yang mendukung pemerintah dalam mempertahankan opini WTP dari BPK, serta bagaimana Inspektorat berkontribusi dalam hal tersebut?
7. Berdasarkan pengalaman Bapak/Ibu, hal-hal apa saja yang menjadi tantangan atau hambatan yang dapat menghalangi Tim Inspektorat dalam membantu pemerintah untuk mempertahankan opini WTP?
8. Bisakah Bapak/Ibu menjelaskan tentang bagaimana cara Tim Inspektorat mengatasi hambatan-hambatan tersebut agar opini WTP tetap bisa dipertahankan?
9. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana terkait dukungan dari Kepala Daerah Kabupaten PPU terhadap peran Inspektorat dalam membantu mempertahankan opini WTP?
10. Bisakah Bapak/Ibu menjelaskan mengenai bagaimana kerja sama Tim Inspektorat dengan perangkat daerah yang ada di Kabupaten PPU dalam mendukung pencapaian dan keberlanjutan opini WTP?
11. Bisakah Bapak/Ibu memberikan gambaran aktivfitas inovasi klinik konsultasi?
12. Bisakah Bapak/Ibu memberikan gambaran mengenai Program Kerja Pengawasan Tahunan?
13. Apa harapan Bapak/Ibu agar opini WTP ini bisa terus dipertahankan di masa yang akan datang?


[bookmark: _Toc214909161]Lampiran 2. Formulir Persetujuan Informan 
LEMBAR PERSETUJUAN SEBAGAI INFORMAN
Perkenalkan saya Yesi Septiana (1901036138), mahasiswi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman. Saya bermaksud melakukan penelitian tentang “Upaya Mempertahankan Audit Unqualified Opinion Yang Diperoleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Studi Kasus Inspektorat Daerah)” di Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. Penelitian ini dilakukan sebagai syarat utama dalam menyelesaikan studi.
Saya berharap Bapak/Ibu bersedia untuk membantu dengan menjadi informan dalam penelitian ini, yang akan dilakukan wawancara mengenai hal-hal yang terkait dengan penelitian. Semua informasi yang Bapak/Ibu berikan hanya dipergunakan untuk kepentingan dan tujuan penelitian. Dengan demikian saya berharap penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi oleh berbagai pihak secara positif.
Setelah Bapak/Ibu membaca maksud dan kegiatan penelitian ini, maka dengan ini saya memohon agar dapat mengisi nama dan bertanda tangan di bawah ini:

Bapak/Ibu setuju untuk menjadi informan dalam penelitian ini:
Nama	:	
Selaku	:	
Tanda tangan	:

		
Terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu sebagai informan dalam penelitian ini.

Wawancara
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